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 Hidup dan kehidupan adalah dua term yang melatari 
manusia ketika ia menjalani tugas-tugas kekhilafahannya di 
muka bumi ini. Dunia dengan segala muatan kompleksitasnya di 
satu pihak, dan manusia dengan segala dimensi kekurangan dan 
kelemahannya di pihak lain, tentu dalam menjalankan tugas-
tugas kekhilafahan tersebut, perlu adanya patokan dasar dan 
rambu-rambu tertentu. 
 Dalam diskursus pemikiran hukum Islam mengemuka 
teori Qai’dah Fiqhiyyah dan Siyasah Syar’iyyah. Qaidah 
Fiqhiyyah tidak lain adalah sebuah rumusan hukum umum yang 
bisa dijadikan patokan atau sandaran bagi kasus-kasus lain yang 
memiliki kemiripan latar dan ilatnya. Qidah Fiqhiyyah tersebut 
sangat memudahkan kita untuk memahami daya tunjuk yang 
dikonstruksi oleh hukum Islam. 
 Kontekstualitas Qaidah Fiqhiyyah tersebut menyesar ke 
segala arah disiplin ilmu lain karena sifatnya universal. 
Termasuk yang lebih akrab ke ranah Siyasah Syar’iyyah. Karena 
Siyasah Syar’iyyah tidak lain adalah sebuah strategi pemahaman 
terhadap  terma nash, baik al-Qutr’an, maupun al-hadis. 
Terlebih yang mengangkut muatan daya tunjuk yang relatif 
(Zhanniyyatu al-Dilalah), 
 Banyak model-model Qaidah Fiqhyyah yang memiliki 
pesan kontekstual dengan Siyasah Syar’iyyah. Tiga model Qidah 
Fiqhiyyah yang disajikan penulis, yaitu tentang solusi 
menentukan pilihan sikap ketika berada pada situasi delematis, 
tentang anjuran untuk berbuat ihsan (kebaikan) dalam segala hal 
dan tentang keharusan seorang pemimpin untuk menghadirkan 
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kebijakan yang maslahat, cukup dianggap merepresentasikan 
dari seluruh kaidah yang ada. 
 




Garis jeda antara penciptaan manusia (yang 
direpresentasikan Adam) dan Malaikat  amatlah jauh. Malaikat 
lebih dahulu diciptakan oleh Allah, menyusul kemudian manusia. 
Karena terbelah oleh dimensi jeda yang jauh tersebut,  maka 
berdasarkan perspektif logika, sangatlah bisa dipahami, bahwa 
Malaikat tidak mungkin mengetahui ihwal sifat dan karakter 
manusia-Adam. 
Wallăhu a’lam bi a-shawăb. Namun yang jelas , Malaikat 
sudah mengetahui, bahwa manusia-Adam-memiliki sifat dan 
karakter yang destruktif: ia suka membuat keonaran dan bahkan 
suka menumpahkan darah di muka bumi ini. Oleh karena itu, 
ketika Allah hendak mempromosikan Adam-manusia-untuk 
memangku jabatan khalifah di muka bumi ini, mendapat reaksi 
keras dari mereka. Menanggapi rekasi keras dari mereka tersebut, 
Allah dengan enteng mengatakan, “Aku lebih mengetahui apa 
yang kamu tidak mengetahui. 
1
. 
Allah memiliki agenda spesial yang tidak terukur oleh daya 
nalar Malaikat. Agenda tersebut tidak lain, agar Adam (manusia) 
bisa merawat, memenej dan memakmurkan dunia dengan segala 
isinya yang sarat kompleksitas ini. Andai hal tersebut diserahkan 
kepada mereka (Malaikat), mustahil mereka bisa 
melaksanakannya . Mengingat garis tugas mereka telah dibatas 
pada area  taqdis  (untuk mengkuduskan Allah)  semata
2
. Mereka 
sama sekali tidak mengetahui, mehamai apalagi memberdayakan 
                                                 
1
 Al-Qur’an Surat al-Baqarah : 30. 
2
 Tugas utama yang diemban oleh Malikat adalah mengabdi 
sepenuhnya kepada Allah titah Allah. Mereka tidak pernah berbuat maksiat 
dan selalu patuh dan taat atas segala apa yang dintruksikan Allah kepada 
mereka, lihat al-Qur’an surat al-Tahrim : 6. 
   129 
 
al Qisthâs; Jurnal  Hukum dan Politik 
dunia ini. Maka ketika Alllah memperlihatkan kepada mereka 
tentang kemampuan Adam (manusia) , bahwa ia bisa mengelola 




Bicara ihwal makna khalîfah, bisa dipotret dari dua dimensi 
pemahaman. Pemahaman pertama dari konteks keumuman daya 
tunjuknya dan pemahaman kedua dari konteks spesifikasi daya 
tunjuknya. Pemahaman pertama (dari konteks keumuman daya 
tunjuknya), bahwa sesunguhnya semua lapisan manusia yang 
hidup di dunia ini adalah khalîfah. Dunia dengan segala isinya, 
adalah realita anugerah Allah yang seluruhnya telah dihibahkan 
oleh-Nya  untuk manusia.
4
 Selanjutnya dengan dilengkapi 
instrumen nalar dan aktualisasi peran budayanya, Allah memberi 
tugas kepadanya (manusia) untuk memakmurkan dunia ini.
5
 
Inilah inti dari pemaknaan khalîfah. 
Selanjutnya pada segmen pemahaman yang kedua (dari 
konteks spesifikasi daya tunjuknya) , bahwa makna khalîfah bisa 
identik dengan makna wilăyah. Wilăyah didefinisikan oleh al-
Jurjani adalah sebuah hak otorisasi yang dimiliki oleh seseorang 
untuk memberi pengaruh kepada orang lain yang berada di bawah 
kendalinya, terlepas apakah orang (yang di bawah) kendalinya itu 
menurut atau tidak
6
. Atau lebih spesifik lagi versi Musthafa 
Ahmad al-Zarqa adalah hak yang dimiliki oleh orang dengan 
klasifikasi tertentu (antara lain cakap secara hukum), untuk 
mengatur orang lain-karena tidak memiliki kecakapan hukum-, 
baik yang berkait dengan urusan harta atau kemanusiaan.
7
  
Ketika bicara khalîfah atau wilăyah, identik dengan 
kekuasaan atau kepemimpinan. Kekuasaan atau kepemimpinan, 
                                                 
3
 Al-Baqarah : 34. 
4
 “Dialah orang yang menciptakan segala sesuatu  di muka bumi ini 
seluruhnya adlah untuk kamu…”, al-Qur’an surat al-Baqarah : 29. 
5
 …”Dialah Allah yang menjadikan  kamu dari bumi, dan Dia 
menugaskan kamu untuk memakmuirkannya”, Al-Qur’an surat Hud : 61. 
6 Lihat, al-Jurjani, Al-Ta’rîfăt, (Libanon : Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 390, 
lihat,  Al-Qamus al-Fiqhyy, (Mesir : Dar al-Qalam, t.t.), hlm.510 
7 Musthafa Ahmad al-Zarqa, Al-Madkhal al-Fîqhy al-‘Ãm,  vol 2, 
(Bairut : Dar al-Fkr, t.t.), hlm. 845 
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juga titik tekan subtansinya merujuk kepada sebuah proses untuk 
mempengaruhi atau mengendalikan pihak lain. Pada konteks ini, 
kekuasaan bisa dipahami sebagai sesuatu yang melanggengkan  relasi 
kekuatan. Pemegang relasi kekuatan tersebut, aktor dan agen 
utamanya adalah penguasa atau pemimpin. Penguasa atau 
pemimpin adalah orang yang memiliki otoritas untuk 
mengendalikan wilayah yang ia kuasai dan ia pimpin baik 
menyangkut urusan manusainya (rakynya), maupun teritorialnya. 
Keberdaan peran dari seorang penguasa atau pemimpin 
dalam konteks pengurusan dan pengelolaan bangsa dan 
negaranya sangatlah penting dan sangat menentukan. Di 
tangannyalah nasib sebuah bangsa dan Negara bergantung. Jika 
penguasa atau pemimpinya sukses menjalankan roda kekuasaan 
atau kepemimpinanya, maka sukses pula negara dan bangsa. Tapi 
jika sebaliknya, gagal, maka gagal pula Negara dan bangsa 
tersebut. Untuk itu, dalam menjalankan roda dan dialektika 
kekuasaan atau kepemimpinannya, seorang penguasa atau 
pemimpin dituntut untuk berpedoman dan memegang kaidah-
kaidah tertentu. Mengingat, andai tidak berpedoman dan 
memegang kaidah-kaidah tersebut, target dan sasaran yang 
hendak dicapai akan mengalami kegagalan. 
Dalam diskursus pemikiran hukum Islam, mengemuka 
terminologi Qaidah Fiqhiyyah. Qaidah Fiqhiyyah adalah sebuah 
rambu-rambu, atau ketentuan hukum yang bersifat umum. Ia 
dirumuskan oleh para ulama-khususnya pakar pemikiran hukum 
Islam-yang dasar pijikannya diambil dari teks (Nash) baik al-
Qur’an, maupun al-Sunnah. Pada tataran konteks Siyăsah  
Syar’iyyah, kehadirannya  sangat dibutuhkan khususnya oleh para 
penguasa atau pemimpin, supaya dalam menjalankan tugas-
tugasanya, bisa berjalan lancar dan sistemik; yang pada 
gilirirannya  bisa menggulirkan pola kebijakan yang sarat dengan 
muatan manfaat dan maslahat, bagi bangsa dan Negara. Untuk 
pembahasan lebih jauh tentang hal tersebut di atas, penulis 
sajikan dalam tulisan sederhana dengan judul , “Kontekstualitas 
Qaidah Fiqhiyyah Dengan Terma Siyasah Syar’iyyah”. 
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B. PEMABAHASAN 
A. Pengertian Qa’idah Fiqhiyyah 
Untuk menyisir sosok pengertian Qăidah Fiqhiyyah 
tersebut, baik dari sisi lingustik, maupun terminologi, maka 
terlebih dahulu harus dibedah dua kutub variable katanya, yakni 
“Qăi’dah” dan “Fiqhihiyyah”. Apa itu “Qăi’dah” dan apa itu 
“Fiqhiyyah” . Versi al-Jurjani, idiom “Qăi’dah” diambil dari kata 
“al-Qu’ûd”, yang memiliki arti “al-Tsabăt” dan “al-Istiqrăr”, 
yakni “kokoh” dan “tetap”.8 Karakter “kokoh” dan “tetap/kuat”, 
lazimnya lekat dengan sebutan pondasi atau pilar. Dengan 
demikian, dapat diseret benang merahnya, bahwa yang dimaksud 
dengan “Qăi’dah” dalam konteks linguistik adalah sebuah 
pondasi atau pilar yang dijadikan dasar pijakan atau sandaran 
oleh sesuatu yang lainnya. Qăi’dah (pondasi/pilar) tersebut baik 
bersifat materi, maupun immateri.       Yang bersifat materi 
seperti dilukiskan oleh Allah, “ Ingatlah Muhammad, ketika 
Ibrahim dan Ismail memacangkan Qawăid al-Baît (sejumlah 
pondasi rumah-Baitullah), ya Allah terimalah (amalan) kami, 
karena Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.9 
Sedang yang bersifat immateri terbagai ke dalam dua kategori, 
yaitu : (1) Rukun Islam dan (2) Rukun Iman. Rukun Islam adalah 
sebuh kontrak penyerahan diri secara permanen dan totalitas 
terhadap titah Allah tanpa reserve, yang dimanifestasikan ke 
dalam lima pondasi yaitu : (1) Ikrar Syahadat, (2) Mendirikan 
Shalat, (3) Mengeluarkan Zakat, (4) Menjalankan puasa pada 
bulan Ramadhan dan (5) Menunaikan ibadah haji. 
10
 Rukun Iman 
adalah sebuah kontrak permanen kepercayaan dan keyakinan 
terhadap otoritas Allah yang dimanifestasikan ke dalam enam 
pondasi yaitu: (1) Iman kepada Allah, (2) Iman kepada Malaikat 
Allah, (3) Iman kepada kitab-kitab Allah, (4) Iman kepada Rasul-
                                                 
8
 Lihat, al-Rozi,  Mukhtar al-Shahăh, pada bahasan kata Qa’ada, 
(Bairut : Dar al-Qalam, t.t.), hlm. 645, lihat, al-Fayumi, al-Mishbăhu al-Munîr, 
pada bahasan kata Qa’ada , (Bairut : Dar al-‘Ilm, t.t.), hlm. 303 
9
 Al-Qur’an surat al-Baqarah : 127. 
10
 Lihat, Muslim, Shahîh Muslim, pada tema Băbu Bayăni Arkani al-
Islăa Wadaă’imahû al-‘Izhăa, ( Mesir : Dar al-Salam, t.t.), hlm. 146 
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Rasul Allah, (5) Iman kepada hari akhir Allah dan (6) Iman 
kepada Qadha dan Qadr Allh.
11
 
Sementara secara terminologi, banyak dikemukakan para 
ulama, antara lain versi al-Jurjani
12
, Qăidah, adalah sebuah 
pernyataan umum yang merambah ke setiap bagian-bagiannya. 
Versi al-Taftazani
13
, Qăidah adalah hukum universal yang 
menyentuh kepada bagian-bagiannya dan dari bagian-bagian 
tersebut supaya diketahui pula status hukumnya. Versi 
Muhammad abd al-Ghafar
14
, Qăidah adalah pernyataan hukum 
syar’i yang bersifat ‘amali (praktis) , yang dengannya bisa 
diketahui status hukum parsialnya. 
Untuk mengungkap makna idiom “Fiqhiyyah”, terlebih 
dahulu harus diungkap pula makna terminologi Fiqh. Mengingat 
lahirnya idiom tersebut (Fiqhiyyah) berasal dari Fiqh. Fiqh 
adalah jenis disiplin ilmu yang fokus kajinya terkonsentrasi pada 
zona aktifitas mukallaf ketika ia mengaktualisasikan segala titah 
syari’ah, baik secara vertikal hadir dari Allah, maupun secara 
horizontal hadir dari kebijakan dan tradisi Rasul saw. (sunnah 
Rasul saw.). Atau secara konvensional ia didefinisikan sebagai 




Idiom “Fiqhiyyah” dengan atribut “ya nisbah”, merujuk 
pada pemaknaan karakter dan sifat-sifat tertentu dari sebuah 
subyek. Dalam hal ini sebagai subyek adalah “Fiqh”, yang secara 
pure (murni) bicara soal hukum. Dengan demikian dapat diseret 
kutub maknanya bahwa yang dimaksud dengannya adalah segala 
sesuatu (kasus) yang berkaitan dengan hukum atau dengan kata 
                                                 
11
 Ibid., hlm. 147 
12
 Al-Jurjani, op.cit., hlm.171 
13
 Al-Taftazani, Syarhu al-Talwîh ‘Ală al-Taudhîh Limatni al-Tanqîh,  
vol I (Bairut : Syirkatu al-Arqam, 1419 H.), hlm. 230 
14
 Muhammad Abd al-Ghafar, Al-Majmû’ al-Madzhab FîQawă’idi al-
Madzhab, (Kuwait : Wzaratu al-Auqaf Wa Syu’unu al-Islamiyah, 1414 H), 
hlm. 381 
15
 Muhammad Abu Zahrah, Ushu al-Fiqh, ( Mesir : Dar al-Fikr al-
‘Arabi, t.t.), hlm. 5 
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lain segala sesuatu yang tepat untuk disoroti  dan apresisai dari  
perspektif hukum. 
Seterusnya dilekatkan dengan idiom qa’idah (baca :kaidah) 
yang secara konvensional memiliki muatan arti sebuah aturan 
atau rambu-rambu, maka Qa’idah Fiqhiyyah bisa dimaknai 
sebagai tata aturan atau rambu-rambu yang berkaitan dengan 
sudut pandang hukum. Namun lebih lanjut perspektif makna 
terminologi banyak dikemukakan para ulama. Salah satunya Abu 
Muhammad  Zahrah
16
, menurutnya makna Qa’idah Fiqhiyyah 
secara terminlogi adalah kumpulan hukum yang beraneka ragam, 
selenjutnya diikat-dipertegas-menjadi sebuah kesimpulan 
(rumusan) hukum fiqh. Atau versi Abdu Rahman al-Syalan
17
, 
adalah hukum fiqh yang bersifat umum yang menaungi elemen-
elemen-parsial-yang ada di bawahnya. 
Dari berbagai definisi yang disodorkan ulama di atas, 
anadai diseret titik benang merahnya bahwa yang dimaksud 
dengan Qaidah Fiqhiyyah tersebut adalah pernyataan atau 
rumusan hukum yang bersifat universal yang bisa dijadikan acuan 
atau payung hukum bagi elemen-elemen parsialnya. Dalam, 
konteks Ilmu Mantiq bisa jadi ia termasuk kategori “Nau” yakni 
sebuah statement yang absah/tepat untuk menjawab “apa itu”, 
dimana hakikatnya berbeda-beda.
18
 Salah satu contoh paling 
sederhana, “Alhukmu Yadûru’ Ma’a ‘Illatihî Wujûdan 
Wa’adaman,19 (Keberadaan hukum itu senantiasa berputar, ada 
dan tidaknya tergantung ‘illat –alasannya-). Qaidah Fiqhiyyah 
tersebut, menjadi rumusan hukum umum yang berlaku bagi 
elemen-elemen parsialnya. Tegasanya, keberadaan hukum 
tersebut sifatnya akan terus berubah, sepanjang ada faktor yang 
melatarinya. Kaidah tersebut, dijadikan jurus nyaris oleh semua 
pihak ketika  berhadap dengan alasan hukum. 
                                                 
16
 Ibid., hlm. 8 
17
 Abdu al-Rahman al-Sya’lan, Kitab al-Qawa’id, ( Riyadh : Maktabu 
al-Rasud : 1418 H.), hlm. 223 
18
 Al-Akhdari, Sulam Munawwaraq, (Bairut : Dar al-Ilm, t.t.), hlm.15 
19
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B. Urgensitas Qă’idah Fiqhiyyah 
 Keberadaan doktrin Islam sangatlah luas dan luwes. Hal 
ini bisa dilihat dari manhaj yang Rasul saw. terapgunakan ketika 
beliau mengaktualisasikan pesan-pesan dakwahnya. Adapun 
manhaj (flat form) yang diaktualkan beliau ketika menerapkan 
kerangka pemahaman hukum Islam (fiqh) kepada mereka, 
merujuk kepada tiga anggaran dasar paradigma, yaitu: (1) al-
Qur’an, (2) al-Hadits dan (3) ijtihad. Semua itu dakselerasi 
melalui dua teori, yaitu: (1) Ghairi Hasbi al-Waqa’i (teori 
menjemput bola) dan (2) ‘Ala Hasbi al-Waqa’i (teori menunggu 
bola). 
Ghairi Hasbi al-Waqa’i (teori menjemput bola). Yang 
dimaksud dengannya, wahyu datang secara tiba-tiba tanpa lebih 
dahulu dikomando oleh gaya tarik sebab. Dengan kata lain, ia 
bersifat pro aktif, hadir semata pertimbangan yang di atas. 
Sebagai bukti, berturut-turut diberlakukan aneka jenis hukum
20
: 
Pada tahun pertama setelah hijrah berlaku hukum adzan, 
berperang, nikah dan yang berkait dengannya seperti walimah 
dan mahar ; Pada tahun kedua berlaku hukum puasa, 2 shalat Ied, 
menyembelih hewan qurban, zakat, perubahan arah kiblat, 
ghanimah; Pada tahun ketiga berlaku hukum waris, talak, shalat 
qashar, dan shalat khauf ; Pada tahun keempat berlaku hukum 
zina, tayammum dan kewajiban naik haji ; Pada tahun keenam 
hukum tentang perdamaian, larangan meminum khamar, berjudi 
dan mengundi nasib ; Pada tahun ketujuh tentang zira’ah dan 
masaqah ; Pada tahun kedelapan berlaku hukum pencurian ; Pada 
tahun kesembilan berlaku hukum li’an, larangan bagi orang kafir 
masuk Makkah dan pada tahun kesepuluh berlaku hukum riba. 
Ala Hasbi al-Waqa’i (teori menunggu bola). Yang 
dimaksud dengannya, hukum datang atas dasar pertimbangan 
gaya tarik sebab (kausalitat). Dalam hal ini, lazimnya atas dasar 
pertimbangan pertanyaan yang muncul dari masyarakat (baca: 
                                                 
20
Sulaiman al-‘Asyqar, Tarikh al-Fiqh al-Islami, ( kuwait : maktabat al-
Falah, 1982 ), h. 71. 
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sahabat).  Jawaban yang diberikan, bisa  atas dasar al-Qur’an, al-
Hadits atau ijtihad beliau sendiri.   
Atas dasar al-Qur’an. Para sahabat bertanya kepada rasul 
saw. antara lain tentang status hukum meminum khamar, tentang 
ketentuan pembagian harta rampasan perang, tentang wanita yang 
haidh dan lain sebagainya. Meminum khamar hukumnya haram 
atas dasar al-Qur’an surat al-Ma’idah : 90, ketentuan pembagian 
harta rampasan perang diserahkan atas keputusan Allah dan rasul-
Nya, berdasarkan suart al-Anfal: 1, wanita yang sedang haidh 
haram digauli atas dasar al-Qur’an surat al-Baqarah: 222  dan 
yang lainnya. 
Atas dasar al-Hadits. Al-Hadits pada hakikatnya adalah 
wahyu hal ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya  yang 
artinya,”Allah telah menurunkan kepadamu al-Kitab ( al-Qur’an ) 
dan al-Hikmah, serta telah mengajarkan kepadamu apa yang 
kamu tidak ketahui. Sungguh anugrah Allah kepadamu itu 
sangatlah besar”.Yang dimaksud al-Hikmah pada ayat tersebut 
menurut al-Syafi’i adalah al-Sunnah21. Hal ini, juga diperkuat 
dengan sabda beliau:” Ketahuilah bahwa aku telah diberi al-Kitab 
(al-Qur’an) dan sebangsanya. Dan ketahuilah, bahwa akan 
muncul seseorang yang dengan sombongnya ia berkata:” 
Hendaklah engkau (hanya) mendapatkan sesuatu yang dihalalkan 
al-Qur’an, maka halalkanlah ia, dan apabila olehnya di haramkan, 
maka haramkan pula”.22 Lebih tegasnya, fungsi al-Sunnah 
terhadap al-Qur’an menurut a-Syafi’i23, adalah sebagai berikut: 
(1) al-Sunnah sebagai penegas apa yang telah ditetapkan oleh al-
Qur’an, (2) al-Sunnah sebagai penjelas atas makna yang 
dikehendaki al-Qur’an dan (3) al-Sunnah berdiri sendiri yang 
tidak punya kaitan dengan ketentuan (nash) al-Qur’an. 
  Al-Qur’an sebagai landasan prinsip, maka al-Sunnah 
sebagai cabangnya, harus menjadi padanan yang serasi dengan al-
Qur’an. Semua yang terdapat dalam al-Sunnah dirujukkan kepada 
                                                 
21
Al-Syafi’i, al-Risalah, ( Mesir: Dar al-Fikr, tth, )h.45. 
22
Hadits Riwayat Abu Dawud, lihat: Sunan Abi Dawud, (Mesiar al-Fikr, 
tth), juz IV, h.200. 
23
Al-Syafi’i, op.cit., h.50 
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al-Qur’an dalam berbagai seginya. Al-Qardawi24. Dengan 
mengutif pendapat al-Syitibi memberi contoh antara lain: 
larangan Rasul
25
 terhadap laki-laki dan perempuan yang buka 
muhrim untuk berdua-duaan (khalwat) di tempat yang sunyi, 
pada dasarnya merupakan penegasan analogi dari firman Allah 
(yang artinya): “Dan janganlah kamu mendekati zina; 
sesungguhnya zina itu adalah  satu perbuatan yang keji dan satu 
jalan yang buruk” ( al-Isra’:32). Banyak sekali hal-hal yang 
berkait dengan hukum yang ditanyakan para shabat kepada 
beliau, yang beliau jawab sendiri berdasrkan hadisnya. Contoh 
paling gamnpang antara lain: soal wudhu dengan menggunkan air 
laut, dijawab oleh beliau, bahwa air laut boleh dipakai untuk 
wudhu, soal bersuci dengar air dua kulah, dijawab oleh beliau  
boleh dan lain sebagainya. 
Atas dasar ijtihad. Pada segmen ini, para ulama terbagai ke 
dalam dua kubu:   pertama kubu yang  kontra dah kedua kubu 
yang pro. Bagi kubu yang pertama, ijtihad tidak tepat 
dialamatkan kepada Rasul saw, karena beliau telah di-backuf – 
oleh wahyu. Ijtihad adalah produk logika yang sifatnya nisbi. 
Andai beliau melakukan ijtihad, berati apa yang beliau 
ungkapkan itu tidak memiliki nilai kepastian. Sampai di sini 
berarti pula kita tidak memiliki keharusan untuk mentaati beliau. 
Sedang, Allah sendiri memerintah untuk mengikuti ajarannya.
26
 
Kubu yang kontra ini, diikuti oleh kalngan Asy’ariyah, 
Mutakallmini dan Mu’tazilah.27 Bagi kubu yang pro, ijtihad bagi 
Rasul saw. adalah sebuah keniscayaan. Ijtihad pada hakikatnya 
adalah aktifitas berpikir. Aktifitas berfikir adalah bagian integral 
dari sebuah keniscayaan  malah kemistian. Setiap orang berakal 
saja diharuskan berfikir, apalagi kapasitas beliau sebagai seorang 
                                                 
24
Yusuf al-Qardawi, al-Marjii’yyat al-‘Ulya Fi al-Islam Li al-Qur’an 
Wa al-Sunnah, alih bahasa Bahruddin Fanani, al-Qur’an dan al-Sunnah 
Referensi Tertinggi umat Islam (Jakarta: Rabbani Press, 1997), h.105. 
25
Hadits Riwayat al-Bukhari, lihat, shahih al-Bukhari, (Bairut: Dar Ibn 




Hudhari Baik, Ushul Fiqh (Mesir: Dar al-Fikr, 1982), hlm.372 
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Rasul ssw. yang mesti menjawab segala bentuk persoalan yang 
dihadapi oleh umatnya dalam situasi apapun. Oleh karena itu, 
menurut Abu Zahrah, ijtihad tersebut dibenarkan, baik menurut 
naql, maupun nalar.
28
 Sebagai fakta, ketika beliau memutuskan 
perkara waris yang diajukan dua orang yang bersengketa, dalam 
pada itu beliau berkata: 
29هيف يلع لزني مل اميف يأرب امكنيب يضقأ امنإ ينإ 
Sesengguhnya aku memutuskan perkara kalian berdasrkan 
wahyu, sehubungan wahyu belum turun. 
Fakta lain, pada satu kesempataan, beliau kedatangan salah 
seorang sahabat dengan maksud hendak menanyakan kepada 
beliau prihal satus hukum zakat himar, apa wajib, atau tidak dan 
bagaimana pula teknik pelaksanaan zakatnya.  Dalam pada itu 
beliau berkata : “Wahyu yang secara tegas bicara soal ketentuan 




 ُهََري اًرْيَخ ٍة َّرَذ َلَاقْثِم ْلَمَْعي ْنََمف * ُهََري ا ً رَش ٍة َّرَذ َلاَقْثِم ْلَمَْعي ْنَمَو  
 
Barang siapa yang beramal, baik atau buruk walau hanya 
seberat zarrah, maka ia pasti melihatnya (menanggung 
risikonya). 
Andai dibaca sepintas, antara pertanyaan di satu sisi dan 
diajawaban di sisi lain seperti tidak ada kaitan yang utuh. Padahal 
tegas saja jawab, wajib atau tidak. Namun andai dikaji dan 
dianalisis lebih jauh, jawaban dan pernyataan beliau dengan 
menyodorkan bunyi ayat tersebut, benar-benar mengangkut pesan 
yang dimensional. Paling tidak, ada dua hal yang perlu ambil 
pembelajaran. Pertama, terhadap orang yang hendak berbuat 
baik, hendaknya diberi dorongan dan dukungan. Ketika si 
penanya tadi menanyakan tentang status “zakat” himar, beliau 
sudah memahami dan mengetahui, bahwa ia pasti ingin berbuat 
baik. Sebab hakikat dari inti tuju zakat, sesungguhnya adalah 
                                                 
28
Wahbah Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Damaskus: Dar al-Fkr, 
1986), hlm. 158 
29
Abu Dawud, Sunan Abi Dawud (Mesir : Dar al-fikr, t.t.), hlm. 302 
30
Lihat, al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm, 350 
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untuk berbuat baik (‘amal shalih). Karena berangkat dari tujuan 
hendak berbuat baik, kendati tidak ada wahyu (ayat) yang secara 
spesifik bicara soal kepastian hukum zakat himar, beliau tidak 
lantas mengatakan, “tidak wajib”. Sebab andai dijawab demikian, 
bisa jadi tujuan hendak berbuat baik lewat media himar yang ia 
miliki, tidak bisa terlaksana. Dengan jawaban berdasarkan sajian 
ayat tersebut menjadi terang. Kalau diilustrasikan, seakan-akan 
beliau berkata kepadanya, “ Andai anda ingin berbuat baik 
dengan media himar yang anda miliki, sesungguhnya tidak perlu 
menanyakan kepastian hukum zakatnya, tapi manfaatkanlah ia, 
untuk kepentinagn transportasi umum, misalnya “. Kedua, dengan 
menyodorkan ayat tersebut (al-Zalzalah:7) sekaligus memberikan 
pembelajaran, bagaimana cara kita menyeret konklusikan hukum 
ke permukaan dari tumpukan nash yang dimensional melalui 
mekanisme analogi (al-Qiyas). Ini yang paling penting buat 
pengembangan pemahaman terhadap ilmu fiqh. 
Statemen Rasul saw. dengan menggunakan ayat 7 surat al-
zalzalah tersebut, oleh para ulama sering kali disebut dengan 
terminologi Al-Jawămi’u al-Kalim. Yang demaksud dengannya 
adalah sebuah wujud nash baik al-Qur’an, maupun al-Hadist  
yang mengandung pesan universal yang bisa dijadikan patokan 
dasar untuk menentukan hukum yang berada di bawahnya. 
Dijelaskan dalam hadis riwayat al-Bukhari dan Musslim, 
bahwasanya Rasul saw. bersabda, “Saya diutus dengan membawa 
pesan-pesan universal (Al-Jawămi’u al-Kalim)”.31 Dalam konteks 
ini, Ibn Rajab, memberi ulasan, bahwa Allah sawt. mengutus 
Muhammad saw. dengan membawa pesan-pesan universal dan 
kemudian Dia memberi beliau spesifikasi nilai (khusushiyyat) 
dengan berbagai kebijakan yang indah.
32
 
Dari wujud nash yang Al-Jawămi’u al-Kalim, selanjutnya  
oleh para ulama dipelajari, dikaji dan dinalisis, yang  akhirnya 
                                                 
31
 Lihat al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, kitabu al-jihad, (Bairut : Dar al-
Fikr,t.t.), hlm. 2977, lihat, Muslim, Sahih Muslim, kitabu al-Masajid, ( Mesir : 
Dar al-kutub, t.t.), hlm. 750 
32
 Ibn Rajab, Jami’u al-‘Ulum wa al-Hikam, (Riyadh : Daru al-
Thayyibah, 1424 H.,) hlm. 350 
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mengilhami mereka untuk mendesain sebuah idiom yang 
bernama Qa’idah Fiqhiyyah. Dengan tingkat perkembangan 
khzanah ilmu pengetahuan Islam yang cukup pesat di satu pihak,  
dan hajat  manusia untuk pengayaan diskursus pemikiran Qa’idah 
Fiqhiyyah, kini sudah menjadi disiplin ilmu tersendiri. 
Qăwa’idu Fiqhiyyah, memiliki sisi urgensitas yang sangat 
berarti, lebih spesifik bagi para pemerhati dan praktisi hukum 
Islam. Al-Qurafi
33
 seorang penulis  buku al-Furuq, menyatakan, 
bahwa kaidah fikhiyyah memiliki sisi  nilai urgensitas yang 
tinggi, karena ia mampu mengungkap berbagai rahasia dan 
hikmah hukum syara’. Dengan mengetahui, memahami dan 
menguasai kaidah fikhiyyah, kapasitas dan posisi seorang 
pemerhati dan pakar hukum Islam (al-Faqih) akan lebih bernilai. 
Kemudian apresiasi dan pernyataan al-Qurafi tersebut, disokong 
oleh penulis buku al-Asybah wa al-Nazha’ir , al-Suyuthi34 
dimana ia mengungkapkan, bahaw buku tersebut mengungkapkan 
hakikat, sasaran dan dasar-dasar pengambilan fiqh (hukum 
Islam), dengan penyajian bahasa yang sederhana, tetapi memiliki 
makna yang luas dan dalam.  
 
C. Kontekstualitas Qaidah Fiqhiyyah Dengan Terma 
Siyasah Syari’yyah 
Dengan kecerdasarn nalar dan budaya, manusia dalam 
momen-momen tertentu harus tampil sebagai subyek yang bisa 
mempengaruhi dan mengontrol pihak lain, supaya masuk ke 
aturan ranah konsep dan kehendakanya. Di situlah mengemuka 
teori penguasa, yang juga melahirkan teori kekuasaan, sebagi 
wujud sifat dan karakternya . Kekusaan sebagai sesuatu yang 
dimiliki oleh individu atau kelompok untuk mengontrol pihak 
lain. Namun demikian harus dipahami pula bahwa kekuasan 
sesungguhnya adalah sebuah strategi, ia bukan ; (1) sesuatu yang 
didapat, diraih, digunakan, atau dibagikan sebagai sesuatu yang 
dapat digenggam atau bahkan dapat juga punah; tetapi kekuasaan 
                                                 
33
 Al-Qurafi, Al-Furuq, (Bairut : Dar ‘ilm, t.t.), hlm. 2-3 
34
 Al-Suyuti, Al-Asybah Wa al-Nazhoir, (Bairut: Dar al-Fikr,t.t.), hlm. 6 
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dijalankan dari berbagai tempat dari relasi yang terus bergerak, 
(2) relasi struktural  hirarkhis yang mengandaikan ada yang 
menguasai dan yang dikuasai.
35
 
 Dalam konteks pemikiran hukum Islam kaitannya dengan 
kekuasaan, lahir teori Siyăsah Syar’iyyah. Siyăsah Syar’iyyah, 
tidak lain adalah sebuah strategi untuk menggiring dan mengantar 
masyarakat ke area yang lebih maslahat dan jauh dari mafsadat, 
demi mencapai kebahagiaan di dunia, maupun di akhirat.
36
  
Kendati strategi tersebut secara langsung tidak dicontohkan oleh 
Rasul saw, dan tidak pula atas dasar wahyu.
37
 Kekuasaan 
perspektif doktrin Islam, pada hakikatnya adalah sebuah amanat 
yang harus dijalankan secara adil dan beradab, tanpa adanya 
sikap arogansi dan otoriter. Pada tataran ini, seorang pengendali 
kekuasaan (penguasa/pemimpin), harus memiliki rambu-rambu, 
kode etik atau patokan dasar. Yang semuanya itu, lazim disebut 
dengan kaidah. 
  Sampai di sini, kaitannya dengan aktualisasi Siyăsah 
Syar’iyyah , ada beberapa kiadah penting yang mesti diketahui, 
dipahami dan diterapgukan oleh seorang penguasa (imam), ketika 




1.  نيشرلا شر عفديو نييرلخا يرخ حماتزتا دنع مدقي-  
Ketika dalam situasi kacau, kedepankan mana yang 
paling baik  di antara yang baik dan tolak yang paling jelek di 
antara yang jelek. 
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 Keith Faultks,. Political Sociology: Critical  Introduction. ( Edin- 
burgh: Edinburgh University Press, 1999), hlm. 250 
36
 Ibn ‘Abidin, al-Dar al-Mukhtar Syarhu Tanwir al-Abshar, (Bairut : 
Dar al-Fikr, t.t), hlm. 300 
37
Ibn Qayyim, Al-Thuruq al-Hukmiyyah Fi Siyasati al-Sya’riyyah, 
(Mesir : Al-Muassah al-‘Arabiyyah, 1380 H), hlm. 5-6, lihat, Abdu al-Wahab 
Khalaf, al-Siyas al-Syar’iyyah, (Mesir : Dar al-Anshar, 1397 H), hlm. 17 
38
 Kaiadah-kaidah fiqhiyyah yang bersinggungan dengan ihwal sisayas 
syar’iyyah ini sangat  banyak. Penulis cukupkan tiga saja sebagai representasi 
dari berbagai kadiah tersebut yang penulis nilai memiliki bobot pesan yang 
cukup strategis, khususnya bagi pihak pemimpin (penguasa). 
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a. Penjelasan kaidah 
 Ini termasuk salah satu kaidah menarik yang sering 
dimuat dan dibahas oleh kalangan para pakar ilmu (baca : ulama) 
dalam berbagai buku mereka .
39
 Berkait dengan kaidah ini, Ibn 
Taimiyah memberi komentar, bahwa setiap orang mu’min 
dituntut untuk memiliki kepekaan dan kecerdasan ketika ia 
menilai kebaikan dan keburukan atas dasar petunjuk al-Qur’an 
dan al-sunnah. Keberadaan baik, maupun buruk adalah 
bertingkat-tingkat. Ada yang lebih, sangat dan paling baik dan 
buruk. Ketika dihadapkan kepada dua masalah tersebut, tentukan 
pilihan yang paling tepat; yang mana yang lebih banyak 
membawa maslahat dan mana pula yang lebih banyak membawa 
madarat.  
 Semua lapisan, terlepas apakah ia orang bodoh, orang 
pintar, muqallid atau mujtahid dan yang lainnya, tidak akan bisa 
terbebas dan terlepas dari kepungan dua masalah. Namun bagi 
yang cerdas tentu akan menentukan pilihannya kepada yang 
dinilai lebih menguntungkan. Persis ketika ia dihadapkan kepada 
dua penyakit, maka ia akan lebih memprioritsakn pengobatan 
terhadap salah satunya yang dianggap paling berbahaya. Ibn 
Taimiyyah mengatakan, Al-Ăqil Yanzhuru Fikhairi al-Khaîraini 
Wa Syarru al-Syarraîni.
40
 Yang disebut orang berakal itu adalah 
yang bisa menilai mana yang paling baik di antara yang baik dan 
mana yang paling jelek di antara yang jelek. 
b. Rujukan Kaidah 
Kaidah tersebut di atas, terbangun dari semangat pesan 
firman Allah-antara lain- surat Al-Baqarah: 217 dan surat al-
Hujurat : 9. Surat al-Baqarah: 217 artinya,” Mereka bertanya 
kepadamu (Muhammad) tentang berperang di bulan haram. 
Katakanlah, berperang di bulan itu adalah (dosa) besar. Tetapi 
menghalangi (orang) dari jalan Allah, inkar kepada-Nya 
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 Lihat, Ibn Taimiyah, Minhaju al-Sunnah al-Nabawiyyah, (Riyadh : 
Jami’ah al-Su;udiyyah, 1406), hlm. 118, lihat Ibn Nujaim, al-Asybah Wa al-
Nazhair, (Mesir : Dar al-Fikr, t,t.), hlm. 96-97, lihat, Aal-Zarqa, Syarhu al-
Qawa’id al-Fiqhiyyah, (Bairut : Dar al-Qalam, t.t), 14-18 
40
 Ibn Taimiyyah, Ibid., hlm. 375 
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(menghalngi orang masuk) ke Masjidi al-Haram dan mengusir 
penduduk dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) dalam pandangan 
Allah. Sedang fitnah adalah lebih kejam dari pembunuhan”. 
Fitnah yang dimaksud adalah upaya-upaya mereka (kaum kafir) 
yang demikian  keras dan sistematis untuk menghancurkan agama 
Islam. Jadi keberadaan dan reaksi efeknya jauh lebih besar dari 
sekedar pembunuhan (peperangan).  Atas dasar pertimbangan 
kemaslahatan, peperangan di bulan haram, dilarang, demi 
menghindari fitnah.  Surat al-Hujurat : 9, artinya, “ Jika ada dua 
kelompok orang mu’min yang berperang, hendaklah keduanya 
kamu damaikan. Namun andai dari dua kelompok tersebut ada 
yang membangkang, perangilah mereka hingga mereka menerima 
putusan Allah. Kalau mereka telah kembali, maka damaikanlah 
keduanya dengan adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-
orang yang berbuat adil”.  
 Melakukan agresi dalam konteks apapun asal hukunya 
adalah terelarang (haram). Namun, jika pihak yang bertikai salah 
satunya tidak mau berdamai, maka demi menarik kemaslahatan 
dan menolak kemadaratan, hal itu adalah sebuah keniscayaan 
bahkan bisa menjadi sebuah kemistian untuk dilakukan.  Masih 
dalam konteks mencari kemaslahatan dan menolak kemadaratan, 
dijelaskan dalam sebuah hadis, bahwasanya ada seorang Baduy 
kencing di dalam masjid. Melihat kejadian itu, jama’ah masjid 
pada berteriak. Namun Rasul saw. menyuruh mereka (jamaah 




Mengomentari sikap Rasul saw. yang melarang jama’ah 
untuk bertindak dan membiarkan orang Baduy tersebut kencing 
di dalam masjid, para ulama 
42
melihatnya dari sisi kemaslahatan. 
Kalau dicegah-karena mental orang Baduy keras-bisa jadi ia 
malah lebih nekad. Nanti dikhawtirkan ia kencing ke segala arah. 
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 Lihat, Muslim, Shahih Muslim, Kitabu al-Thaharah, (Kuwait : Dar al-
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 Al-Nawawi, Syarh Nawawi ‘Ala al-Shahih, (Bairut : Dar al-kutub, 
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Jika demikian faktanya, maka najisnya pun akan beredar ke 
mana-mana dan hal ini tentu lebih besar madaratnya. 
c. Kontekstualitas Dengan Siyasah Syar’iyyah 
 Titik tekan yang diusung dalam term siyasah syari’yyah 
sebagaimana telah disinggung di atas adalah sebuah ikhtiar yang 
maksimal untuk menghadirkan realitas kemaslhatan dan 
mengenyahkan realitas kemadaratan. Dua kutub yang 
bersberangan ini senantiasa menguntit setiap jengkalan 
perjuangan ketika kita melaksanakan tugas kekhilafahan di muka 
bumi ini. Ada beberapa catatan penting yang berkait antara 
kontekstualitas Qaidah Fiqhiyyah di atas dengan Siyasah 
Syar’iyyah sebabagi berikut: 
1. Siyasah Syar’iyyah Tidak Mengenal Oposisi Ekstrim 
Bicara idiom oposisi, apabila dilacak dari sudut 
maknanya, ia memiliki dua konotasi. Konotasi pertama mengarah 
ke area linguistik yang mengangkut muatan makna, pertentangan 
antara dua unsur bahasa untuk memperlihatkan dimensi 
perbedaan arti. Konotasi kedua mengarah ke area politik , yang 
mengangkut makna penentangan partai politik tertentu di 
parlemen terhadap pihak pemerintah yang berkuasa atas segala 
kebijakan yang ia gulirkan .
43
 Terhadap konotasi pertama, 
masyarakat pada umumnya kurang begitu respek, malah bisa 
dipastikan ada yang tidak tahu sama sekali. Sementara terhadap 
konotasi terakhir (kedua),  bersikap sebaliknya, yakni mereka 
sangat respek dan apresiatif, terlebih di gebyar tahun politik 
seperti sekarang ini. Dipotret dari konteks dan karakternya, 
oposisi terbagai ke dalam tiga kategori, yaitu: (1) oposisi 
serimonial, (2) oposisi destruktif oportunis (3) oposisi 
fundamental idiologis dan (4) oposisi konstruktif demoratis. 
44
 
Oposisi serimonial. Ia lebih pas untuk disebut sebagai 
oposisi “dagelan” atau “tipuan” dan atau “rekayasa”. Kenapa 
demikian? Karena ia hadir dan diwujudkan oleh rekayasa 
pemerintah (penguasa) itu sendiri. Adapun motif dan tujuannya 
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tidak lain, yakni supaya terbangun sebuah kesan pada 
masyarakat, bahwa ia (pemerintah) benar-benar tidak otoriter dan 
berjiwa demokratis. Kalaupun ada keritikan yang mereka 
lemparkan kepada pemerintah dengan segala dialektika dan 
gayanya,  itu sesungguhnya didesain dan disutrdai oleh pihak 
pemerintah sendiri. 
Oposisi destruktif oportunis. Yang dimaksud dengannya 
adalah sebuah konsep atau teori oposisi yang lebih didasarkan 
dan dimotifisir oleh rasa ketidak senangan terhadap pihak 
pemerintah. Karakter yang dibangunnya selalu mencari cara dan 
upaya bagaimana nilai eksistensi pemerintah dan 
kepemerintahannya jatuh di mata publik. Semua keputusan dan 
kebijakan pemerintah di segala bidang yang positif sekalipun, 
dinilainya negatif.  Adapun target finalnya yang mereka sasar 
adalah menunggu titik kesempatan yang mustari (tepat) kapan 
mereka bisa merebut kekuasaan. 
Oposisi fundamental idiologis.  Bila dibidik dari sudut 
sifat dan karakternya, Oposisi fundamental idiologis tidak jauh 
berbeda dengan kategori oposisi yang kedua (Oposisi destruktif 
oportunis), yakni titik tuju dan motif utamanya adalah 
menjatuhkan wibawa pemerintah di mata publik dan untuk 
selanjutnya dengan segala cara dan upaya agar muara kekuasaan 
bisa berpindah ke tangan mereka. Adapun sudut bedanya, Oposisi 
fundamental idiologis berbasis kepada ghirah idiologis. Basis 
idiologis merupakan nilai pertaruhannya. Pengambilan 
kekuasaan, bukan sebatas pada tataran sistem dan alur 
mekanisme kepemrintahan, tapi lebih esktrim lagi ke tataran 
idiologi. Tegasnya, sangat bersemangat untuk mengganti idiologi 
Negara yang dianut, ke idiologi lain yang dinilai oleh mereka 
keberadaany lebih baik. Terlepas, apakah idiologi tersebut 
berbasis agama, nasionalis, komunis, sekuler dan lain sebagainya.  
Oposisi konstruktif demoratis. Tipologi oposisi yang 
terakhir ini benar-benar paling ideal dan bermartabat. Ketika 
mereka melontarkan kritikan kepada pemerintah, benar-benar 
terukur dan didasarkan atas fakta dan data yang kuat. Adapun 
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tujuannya adalah untuk menjaga wibawa pemerintah itu sendiri 
dan menegakan keseimbangan demokrasi. Dan pada giliran 
finalnya adalah untuk mebangun kestabilan Negara dan 
kesejahteraan masyarakat. Oposisi yang terakhir ini baru akan 
mengkritisi pemerintah secara tegas bahkan ekstrim sekalipun, 
apabila ia tidak menjalankan tugas dan kewajibannya dengan 
benar. Namun demikian, mereka sama sekali tidak berminat 
untuk merebut kekuasaan. 
Oposisi yang terakhir ini sangat sesesuai dengan karakter 
siyasah syar’iyyah. Doktrin yang diusung oleh siyasah syar’iyyah 
tidak mengenal bahkan anti terhadap tipikel oposisi yang tiga di 
atas (oposisi serimonial, oposisi destruktif oportunis dan oposisi 
fundamental idiologis). Terlebih terhadap oposisi kedua terakhir 
yaitu oposisi destruktif opotunis dan oposisi fundamental 
idiologis. Karena  dua konsep oposisi tersebut, benar-benar 
bertentangan dengan semangat doktrin Islam yang mengusung 
prinsif kedamaian dan menolak kerusakan.  Terhadap pemerintah 
yang zhalim dan fasik sekalipun doktrin Islam tetap harus 
mendengar dan mentaatinya-selama tidak menyuruh untuk 
berbuat maksiat. Mengingat, bahwa melakukan oposisi secara 
prontal dan destruktif, mafsadat dan madaratnya jauh lebih besar, 
mengingat harus berhadapan dengan kekuatan yang tidak bisa 
terhindar dari pertumpahan darah.  Simak hadis Rasul saw. 
berikut: 
 هركو بح أ يماف ةعاطلاو عمسلا ءرلما لىع , ؤي ن أ لا  اةعاط لاو عسم لاف ةيصعبم رم 
  
 
Bagi seseorang, sekalipun dalam posisi senang dan benci 
(terhadap pemerintah) tetap harus mendengar dan mentaati. 
Terkecuali, apabila ia menyuruh berbuat maksiat. Dalam posisi 
seperti ini, maka tidak ada istilah mendengar dan mentaati. 
2. Siyasah Syar’yyah Anti Radikalisme 
Islam adalah agama lembut dan damai. Oleh karena itu, 
dalam kamus doktrin Islam sesungguhnya tidak ada kosa kata 
radikalisme. Radikalisme adalah sebuah faham atau aliran yang 
melegalkan cara dan tindakan keras dan radikal ketika berjuang 
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untuk mencapai tujuan. Sebagai bukti, bahwa Islam anti 
kekerasan dan selalu mengedepankan terori persuasif, adalah 
Rasul saw. tidak menjatuhkan sanksi fisik (pembunuhan) 
terhadap tokoh munafiq Ubay Ibn Salul, betapapun ia benci 
terhadap Islam. Ketika ditanyakan kepada beliau, apa yang 
menjadi alasan dan pertimbangannya, beliau berkata: 
 
هباصح أ لتقي ادمحم ن أ سانلا ثدحتي لا تىح
  
 
Jangan sampai orang-oarang mengatakan, bahwa 
Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. 
Kendati sudah jelas bahwa Ubay Ibn Salul adalah tokoh 
munafik tulen yang kebenciannya terhadap Islam sangat kental, 
dalam konteks empati sosial ia  oleh beliau masih dianggap 
sebagai “sahabat”. Betapa Islam mengajarkan kelembutan-kepada 
musuh sekalipun. Sebab, jika menerapkan prinsif radikalisme 
bahaya madaratnya akan jauh lebih besar. Yang pada gilirannya, 
bisa membuat orang di luar Islam alergi terhadap ajaran Islam, 
(Phobia Islamia).  
3. Siyasah Syar’iyyah Mengedepankan Asas Profesionalisme 
Ketika menunjuk dan menetapkan seseorang dalam 
jabatan tertentu, doktrin Islam lebih mengedepankan asas 
profesionalisme dan anti nevotisme. Pertimbangannya adalah 
asas kemaslahatan dan kemamfaatan. Andai dalam konteks 
kekuasaan untuk menentukan kebijakan dan keputusan yang 
strategis ada dua orang : yang satu amanah tapi lemah dan yang 
satunya lagi kurang amanah, tetapi kuat; maka yang harus 
dikedepankan versi Ibn Taimiyah adalah orang yang lebih kuat 
kendati tingkat keamanahannya rendah.
47
  Ketika Rasul saw. 
dihadapkan kepada dua pilihan antara Abu Dzar dan Khalid Ibn 
Walid untuk menjadi komandan perang , beliau lebih memilih 
Khalid Ibn Walid karena ia memiliki keberanian yang kuat 
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ketimbang Abu Dzar yang lemah.
48
  Ketika Rasul saw. 
membutuhkan seseorang untuk mengendalikan masyarakat 
Qurais, beliau menunjuk Khalid Ibn Sa’ad Ibn Waqas, atas dasar 




2.   اءشي كل لىع ناسح لاا بتك الله ن 
Dalam segala hal, Allah mengharuskan untuk berlaku baik 
a. Penjelasan kaidah 
Tipikal dan karakter manusia sesungguhnya memiliki 
kecenderungan untuk berbuat baik dalam segala hal. Namun 
karena berbagai alasan yang di luar kesedarannya, kadang ia 
berbuat sebaliknya. Berbuat baik dalam terminologi doktrin 
Islam, dikenal dengan sebutan al-Ihsăn. Al-Ihsăn, arti 
sesungguhnya versi al-Jurjani adalah sikap seseorang yang 
memposisikan keberadaan Allah menjadi pengawas atas segala 
tindak lakunya. Seolah-olah ia melihat Allah dan kalaupun tidak 
bisa melihat Allah,  ia seolah-olah merasa dilihat oleh-Nya.
50
 
Sikap al-Ihsăn, baik dalam konteks pengertian umum, maupun 
khusus-sebagimana dikemukakan al-Jurjani, adalah sebuah 
kemestian bagi tiap individu manusia untuk 
mengaktualisasiknnya dalam segala bentuk tindakan. 
Rujukan Kaidah 
b. Rujukan Kaidah 
Kaidah tersebut di atas, merujuk kepada berbagai nash, 
baik al-Qur’an, maupun al-Hadis. Merujuk kepada al-Qur’an-
antara lain-atas dasar firman Allah: (1) surat al-Nahal : 9, yang 
artinya, “ Sesungguhnya Allah memerintahkan supaya berlaku 
adil dan berbuat –ihsan-kebaikan”, (2)) surat Al-Baqarah : 195, 
yang artinya, “ Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai 
orang-orang yang berbuat baik”. Merujuk kepada al-Hadis-antara 
lain-atas dasar sabda Rasul saw., bahwa sesungguhnya Allah 
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mengharuskan untuk berbuat ihsan (kebaikan) dalam segala hal. 
Ketika kamu membunuh (dalam peperangan), lakukanlah dengan 
cara yang baik dan ketika kamu menyembelih (hewan) juga 
lakukan dengan cara baik: tajamkan pisaunya dan lakukan dengan 
cara halus”.51  
c. Kontekstualitas Dengan Siyasah Syar’iyyah 
Kontekstualitas antara kaidah tersebut dengan Siyasah 
Syar’iyyah, menghadirkan berbagai catatan sebagai berikut: 
1. Siyasah Syar’iyyah Melarang Genosida 
Watak realita dari konplik peperangan adalah brutal. 
Karerna target yang ditujunya adalah bagimana mengahcurkan 
dan memusnahkan musuh untuk merebut kemenangan. Oleh 
karena itu, ketika melakukan pembunuhan, acap kali dilakukan 
secara genosida, tidak memandang bulu, asal dari kubu lawan 
mereka sikat habis.  Perspektik Siyasah Syar’iyyah, dalam situasi  
peperangan sekalipun, ada etika tersendiri yang mesti dipahami 
dan dipatuhi. Adalah Abu Bakar al-Shidiq, ketika mengutus 
Yazid Ibn Abi Sufyan ke Yaman ia berpesan dengan sepuluh 
perkara-di antaranya-: jangan membunuh wanita, anak-anak dan 
orang yang sudah pikun”.52 
2. Siyasah Syar’iyyah Tidak Mengenal Bumi Hangus 
Sekali lagi, bahwa watak dari derama peperangan adalah 
menghancurkan pihak lawan sehancur-hancurnya. Maka tidak 
aneh andai mengemuka terminologi “bumi hangus” . Bumi 
hangus , adalah strategi militer untuk menghancurkan segala 
pasilitas apapun yang dimiliki dan bisa dimanfaatkan oleh pihak 
lawan.  Untuk kesekian kalnya, adalah Abu Bakar ketika 
mengangkat Yazid Ibn Abi Sufyan untuk melakukan oprasi 
militer di Syam, ia berwasiat, agar tidak menghancurkan 
pepohonan yang berbuah, tempat-tempat beresejarah dan 
membunuh hewan-hewan kecuali untuk dimakan. 
53
 
3. Siyasah Syar’iyyah Tidak Mengenal Intoleransi 
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Intoleransi adalah sikap tidak tenggang rasa kepada pihak 
lain yang dinilai berseberangan kepercayaan dan keimanan 
dengan yang dianutnya. Yang menganut faham tersebut, biasanya 
tidak memberi kesempatan kepada pihak yang di luar anutannya, 
untuk  mengekspresikan hak-hak keagamannya secara bebas. 
Sehingga akhirnya mengemuka istilah tirani mayoritas terhadap 
minoritas. Islam amat sangat tidak setuju dengan sikap seperti itu. 
Karena Islam menjungjung tinggi sikap toleransi dalam 
beragama. Sebagai fakta realitanya, Rasul saw. sangat 
menghormati keberadaan kafir dzimi. Dijelaskan dalam sebuah 
hadis, menurut ‘Aisyah ada serombongan kaum Yahudi yang 
datang menemui Rasul saw. seraya berkata, “al-Sãmu ‘alaikum” 
(matilah kau!). Kemudian dijawab oleh ‘Aisyah, “al-Sãmu 
‘Alaikum Wa al-La’nat” (bagi kamu juga kematian dan laknat).  
Atas tambahan kata “laknat” tersebut beliau menegur ‘Aisyah, 
“cukup dengan kata “alaikum juga” jangan diembel-embel 
dengan kata “laknat”, karena Allah dalam segala hal menyenangi 
sikap lembut”.54 
3. فصرت ةحلصلمبا طونم ةلاولا 
Kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin, harus 
didasrkan atas pertimbangan maslahat. 
Kaidah tersebut, sesungguhnya berlaku kepada semua 
yang terkategori pemimpin, baik keberdaanya formal, maupun 
non formal, bahwa ia ketika menggulirakan pola kebijakan dan 
keputusan kepada yang dipimpinnya (bawahannya), harus 
dilandaskan kepada prinsif kemaslahatan. Terlebih, bagi 
pemimpin formal dari mulai level paling bawah sampai level 
puncak yang terutama. Sekali-sakali jangan melahirkan peraturan 
atau kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Tugas paling utama 
dan paling fundamental bagi seorang pemimpin adalah harus 
berusaha semaksimal dan seoftimal mungkin, untuk 
mendatangkan kemanfaatn dan kemaslahatan yang seluas-luasnya 
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serta menolak segala bentuk kemafsadatan yang sekecil apapun.
55
 
Sebab sasaran utama yang paling diharapkan oleh semua pihak 
adalah terkonstruksinya sebuah tatanan hidup bernegara dan 
berbangsa  yang bernilai thayyibah-subur makmur lohjinawi-dan 
berada di bawah lindungan Rabbu Gahfur.  
 
D. Penutup 
 Manusia sebagai makhluk yang diperlengkap Allah 
dengan instrumen daya nalar yang cerdas dan kemapanan budaya 
yang tinggi serta dinamis, dituntut untuk memberdayakan dunia 
ini. Dengan berkapasitas sebagai pemimpin (khalifah), baik status 
keberdaanya formal maupun non formal, Islam menyodorkan 
konsep qaidah fiqhiyyah dan siyasah syar’iyyah sebagai kerangka 
acuan dan garis kode etika, agar ketika menggulirkan bola 
kebijakan apapun di tengah medan hidup dan kehidupan yang 
sarat kompleksitas ini,  benar-benar harus menghadirkan nilai 
manfaat dan maslahat. 
 Barometer untuk mengukur nilai manfaat dan maslahat 
tersebut, baik oleh tradisi kebijakan akal dan kearifan lokal, 
maupun atas dasar khitah kebijkan yang telah digariskan secara 
syar’i oleh Allah dan Rasul-Nya.  Sesungguhnya baik  
keburukan, maupun kebaikan, adalah sebuah fakta realita 
Sunatullah yang proses dialektika dan keberadaanya sudah 
digariskan oleh Allah. Namun manakala kita dihadapkan kepada 
dua pilihan, tentukan mana yang terbaik dari yang baik dan mana 
yang buruk dari yang paling buruk. 
 Adanya pemilihan dan pemilahan dari kedua alternatif 
tersebut, pada hakikatnya  adalah sebuah konsekuensi logis dari 
aktulita pemknaan al-Ihsan. Al-Ihsan adalah sebuah 
keistiqamahan dan komitmen permanen untuk loyal kepada 
kehendak Allah dalam bentuk apapun. Sehingga dalam 
manifestasi tindakannya akan selalu diarahkan kepada hal-hal 
yang paling baik, baik dalam situasi normal , maupun abnormal 
(seperti dalam peperangan). Dalam ranah situasi yang terakhir 
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(seperti dalam peperangan) sekalipun, prinsip al-ihsan ini 
dipahami dan diaktualkan: kita dilarang membunuh kaum hawa, 
anak-anak, para tua renta, hewan-hewan ternak dan 
menghancurkan pepohonan yang berbuah dan cagar budaya. 
Dengan dimodifikasi kaidah fiqhiyyah dan siyasah syar’iyyah, 
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